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Salah satu paradigma yang harus diperbaharui dalam sistem pengelolaan keuangan dan anggaran
daerah sebab saat ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan yang
berorientasi pada kepentingan publik dan pemerintah kota juga dituntut untuk dapat
menyampaikan informasi keuangannya secara transparan kepada publik. Tuntutan pembaharuan
sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan
sehingga tercipta akuntabilitas publik. pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangangan daerah disebutkan bahwa
pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola
keuangannya dituangkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
merupakan rencana kegiatan Pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan
menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang
merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Dengan disusunnya APBD
mencerminkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai tugas pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut
kedalam bentuk penelitian yang berjudul “Analisis rasio sebagai salah satu alat untuk menilai
kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang”. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana penerapan Analisis Rasio Kemandirian, Aktivitas dan analisis
Efisiensi dalam menilai kinerja keuangan pemda Jombang? Dan bagaimana perkembangan
kinerja keuangan Pemda Jombang selama 4 tahun?. Penelitian ini dilakukan di kantor
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang beralamat di JI. Wahid Hasim NO. 137 Jombang
dimana jenis data yang digunakan adalah sekunder internal ini diperoleh dari kantor Pemerintah
Daerah Kab. Jombang, berupa data APBD Kab. Jombang Tahun 2000-2004 yang telah diolah
oleh Pemerintah Daerah Kab. Jombang. Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisa
data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Hasil perhitungan rasio kemandirian pada tahun
anggaran 2001 sampai 2005 masing-masing adalah sebesar 9,65%, 15,76%, 20,44%, 11,98%,
12,40% atau sebesar 14% dari rata-rata pertahunnya artinya rasio kemandirian mengalami
kenaikan dan penurunan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah
terhadap sumber dana ekstern masih cukup tinggi namun dalam rasio tersebut pemerintah
kabupaten Jombang dapat dikatakan cukup baik. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat
rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin
rendah dan demikian pula sebaliknya. Akan tetapi jika dilihat dari rata-rata pertahunnya antar
perbandingangan tingkat kemandirian pemerintah kabupaten Jombang masih memiliki
kemandirian yang cukup bagus.

Rasio efisiensi untuk tahun anggaran 2001 sampai 2005 masing-masing sebesar 64%, 46%, 48%,



178%, 127% atau 90% dari rata-rata pertahunnya. Dari perhitungan rasio efisiensi tersebut dapat
disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengeluarkan biaya untuk memperoleh PAD
dapat dikatakan kurang efisien karena terjadinya peningkatan tiap tahunnya. dikatakan kurang
efisien karena masih adanya kenaikan pada tahun 2004 dan 2005 yang cukup tinggi. Hasil
perhitungan rasio aktivitas/keserasian pada tahun anggaran 2001 sampai 2005 masing-masing
adalah sebesar 69,03%, 57,95%, 57,49%, 76,96%, 87,21% atau 75% dari rata-rata pertahunnya
untuk belanja rutin. Untuk belanja pembangunan masing-masing sebesar 22,99%, 29,48%,
33,88%, 46,74%, 49,01% atau 37,56% dari rata-rata pertahunnya. untuk belanja rutin mengalami
penurunan pada tahun 2002 dan 2003 namun di tahun 2004 dan 2005 mengalami peningkatan
yang cukup tinggi, sedangkan untuk belanja pembangunan mengalami kenaikan dilihat dari rata-
rata pertahunnya. Berdasarkan hasil rasio keserasian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten
Jombang masih memprioritaskan anggaran dana belanja untuk belanja rutin daripada belanja
pembangunan namun pemerintah Kabupaten Jombang sudah memperhatikan sektor
pembangunan yang mempunyai multiple effect dan pengaruh langsung terhadap peningkatan
pendapatan daerah.

Dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan daerah
untuk mendapatkan pendapatan asli daerah masih belum maksimal bahkan mengalami
penurunan di tahun 2004 dan 2005 namun di tahun 2002 dan 2003 mengalami peningkatan
pertumbuhan yang cukup tinggi, sedangkan untuk mempertahankan total pendapatan pendapatan
masih belum maksimal karena tiap tahunnya mengalami penurunan khususnya di tahun 2004.
Sedangkan untuk rasio pertumbuhan belanja rutin tiap tahunnya mengalami penurunan walau di
tahun terakhir atau di tahun 2005 mengalami peningkatan. Rasio pertumbuhan belanja
pembangunan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif kecuali pada tahun 2004 dan 2005
pertumbuhannya negatif.

Kenaikan rasio belanja pembangunan dan penurunan terhadap rasio pertumbuhan belanja rutin
terjadi karena tingkat pertumbuhan untuk pendapatan asli daerah tiap tahunnya mengalami
pertumbuhan yang negatif pada tahun 2004 dan 2005 atau terjadinya penurunan sedangkan untuk
rasio pertumbuhan untuk total pendapatan mengalami pertumbuhan positif atau terjadinya
peningkatan kecuali pada tahun 2004 . Rasio pertumbuhan untuk belanja rutin mengalami
pertumbuhan yang positif atau terjadi kenaikan tiap tahunnya kecuali pada tahun 2002 dan 2004
sebaliknya untuk rasio pertumbuhan belanja pembangunan mengalami perumbuhan positif
kecuali pada tahun 2004 dan 2005 mengalami pertumbuhan negatif.



One of paradigma that must be renewed is the system of local financial and budget management,
because the local government is demanded to make a financial report oriented to the public
interest and the municipal government is also demanded to transparently delivery its financial
information to public. The demand on the reform of financial system is for the management of
people money done transparently so it creates a public accountability. In Article 4 of
Government Regulation No.105/2000 on Management and Accountability of Local Finance, it is
mentioned that the management of local finance must be obedient to the prevailing regulations,
efficient, effective, transparent and accountability considering the principles of equity and
obedience. The ability of local government to manage its finance is manifested on the budget of
local income and expense (APBD) that is a plan of local government activities expressed in the
forms of numbers and shows the sources of revenues that is a minimum target and a cost that is a
maximum limit for a given budget period. Establishing APBD reflects the ability of local
government on funding the governmental tasks, development and service to community.

Based on the phenomenon above, the researcher was interested in doing the further examination
in the form of research labeled “Ratio Analysis as one of means in assessing the financial
operation of local government, Jombang Regency.” The problem formulations of the research
were how is the application of the ratio analysis of autonomy, activity and the efficiency analysis
in assessing the financial operation of Jombang local government? And how is the development
of the financial operation of Jombang local government for 4 years? The research was done in
the office of Jombang local government located on JI. Wahid Hasyim No. 137 Jombang where
the data used was internal secondary data obtained from the local government office of Jombang,
in the form of Jombang local government’s APBD of 2000-2004 manipulated by Jombang local
government. The analysis method used was a qualitative data analysis technique.

The research result showed that the result of the ratio assessment of autonomy in the budget
years of 2001-2005 were 9.65%, 15.76%, 20.44%, 11.98%, 12.40%, in respectively, or 14% of
annual average, it means that the autonomy ratio is increasing and decreasing. It showed that the
dependence level of local finance on the external source was very high, but in that ratio, the local
government of Jombang could be said as fairly good. It is assumed that the higher the ratio of
autonomy is, the higher the dependence level of the local government on the support of external
party is, and otherwise. However, if it is seen from the annual average among the comparison of
autonomy level, the local government of Jombang remains having a good autonomy.

The efficiency ratio for the budgetary years of 2001 — 2005 were 64%, 46%, 48%, 178%, 127%,
in respectively, or 90% of annual average. From the assessment of efficiency ratio, it could be
concluded that the operation of the government in spending the cost to gain PAD could be said
less efficient because there was increasing every year. It was said that it is less efficient because
there remained highly increasing in 2004 and 2005. The assessment result of activity/ conformity
in the budgetary years of 2001-2005 were 69.03%, 57.95%, 57.49%, 76.96%, 87,21%, in
respectively, or 75% of annual average for routine expense. For the development expenditure,
they were 22.99%, 29.48%, 33.88%, 46.74%, 49.01%, in respectively, or 37.56% of the annual
average. The routine expense decreased in 2002 and 2003, however in 2004 and 2005 it
increased, while the development expenditure increased, seen from the annual average. Based on
the result of conformity ratio, it showed that the local government of Jombang still gave higher
priority the budget of expense fund on the routine expense than on the development expenditure,
but the local government of Jombang paid attention to the development sector having multiple
effect and immediate impact on the improvement of local revenue.

From the result of development ratio above, it could be inferred that the local capacity to attain



the origin local revenue was not maximum, even it decreased in 2004 and 2005, however, it
highly increased in 2002 and 2003; while to maintain the total revenue, it was still not maximal
because it decreased every year, in particular in 2004. The development ratio of routine expense
each year decreased, despite increasing in the last year or in 2005. The development ratio of
development expenditure developed varily, except in 2004 and 2005 the development was
negative.

The increasing of the development expenditure ratio and the decreasing of the routine expense
ratio were caused by the growth rate of origin local revenue each year that negatively developed
in 2004 and 2005 or decreased, while the development ratio of total revenue underwent the
positive development or there was improvement, except in 2004. The development ratio for the
routine expense underwent the positive development, except in 2002 and 2004, otherwise the
growth ratio of development expenditure underwent the positive development, but in 2004 and
2005 it underwent the negative development.



